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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia dalam tinjaun politik 

hukum, memiliki karakter hukum yang bersifat elitis. Hal ini 

dikarenakan, dalam latar belakang dan pandangan lahirnya Perpu 

Ormas merupakan sesuatu yang bersumber dari pandangan 

pemerintah secara subjektif atas kondisi masyarakat, yang 

mencerminkan visi sosial elite politik (keinginan pemerintah) dan 

menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara, selain itu 

satu Pasal yang menjadikan pemerintah bisa membubarkan Ormas 

tanpa proses peradilan menjadi karakter yang jelas bahwa Perpu 

Ormas bersifat elitis/menindas/ortodoks. Sedangkan ditinjau 

menggunakan keadilan hukum, menggunakan teori Iustitia 

Legalis, Perpu Ormas sudah memenuhi unsur keadilan, karena 

mengeluarkan Perpu adalah hak pemerintah yang diberikan 

undang-undang, namun berdasarkan kandungan Perpu Ormas, 

terdapat satu Pasal yaitu Pasal 61 yang tidak memenuhi unsur 

keadilan, dimana pemerintah bisa membubarkan Ormas tanpa 

proses peradilan, hal ini karena berdasarkan teori Montesquieu 

lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili 

suatu badan hukum bersalah atau tidak adalah pengadilan bukan 

pemerintah. Di dalam proses peradilan, Hakim harus memutus 

suatu perkara dengan objektif, tidak dipengaruhi orang lain. 

Hakim bisa memutuskan dengan mendengarkan tuntutan dan 

pembelaan dari pihak yang bersengketa. 

 

2. Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia tidaklah 

bertentangan dengan HAM, hal ini dikarenakan hak berserikat dan 

berkumpul merupakan hak yang bisa dibatasi dan ditangguhkan 

sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam ICCPR yang telah 

diratifikasi dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 dengan 

tujuan untuk melindungi kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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B. Saran 

1. Dalam membuat produk hukum, pemerintha hendaknya tidak 

bersifat elitis, tapi berkarakter responsif. Hal ini karena  karakter 

hukum yang responsif lebih dekat dan mencerminkan rasa 

keadilan, dengan memberikan peranan besar kepada lembaga 

peradilan dan disertai partisipasi dari kelompok-kelompok sosial. 

Selain itu, baiknya Pembubaran Ormas dikembalikan kepada 

proses peradilan, hal ini untuk membatasi agar pemerintah sebagai 

lembaga eksekutif tidak bersifat absolut dan bersifat subjektif 

dalam memutuskan suatu perkara dan lebih memenuhi unsur 

keadilan Ormas, terlebih lembaga yang memiliki kewenangan 

dalam menentukan bersalah atau tidak adalah lembaga peradilan. 

 

2. Pemerintah sebagai pelindung dan penjamin keberlangsungan 

Hak Asasi Manusia, harusnya lebih berhati-hati dalam kasus yang 

berkaitan dengan HAM. Walaupun secara klasifikasinya Ormas 

termasuk kedalam hak asasi yang bisa dibatasi, namun dalam 

prosedur pembatasan dan penangguhan itu harus melalui proses 

yang baik dan benar dengan mempertimbangkan nilai keadilan 

dengan mengembalikan proses pembubaran itu melalui proses 

peradilan, dimana Ormas memiliki hak untuk mendapatkan 

peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak sesuai dengan 

tuntutan HAM pada generasi pertama yang berkaitan dengan 

aspek-aspek sipil dan politik. 
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